SALINAN

GUBERNUR KAL TAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan terpadu
dalam proses perizinan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomaor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan MNepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang MNomaor 17  Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286};

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
[Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4843);
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Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomeor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Provinei Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 5362);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah  Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Penvelengparaan Dekonsentrasi dan  Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 MNomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden WNomor 65 Tahun 2005 Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4595);

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunasn Aparatur Negara
Nomer Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Pelayanan Publik;

Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomeor 10 Tahun 2014
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara,



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN

WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
UTARA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini vang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

=

10.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah Daerah adalah Gubermur dan Perangkat Daerah sebagal unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

. Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya

disingkat BPFMDPT adalah perangkat pemerintah daeralh yang memiliki salah
satu tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan di Daerah Provinsi dengan sistemn satu pintu.

. Kepala adalah Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu

Provingi Kalimantan Utara.

. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan

peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas,
menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk
melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

. Pelayanan Perizinan adalah segala bentuk pelayanan dokumen legalitas untuk

melakukan usaha atau kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Daerah yang memilki wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

. Pelayanan Nonperizinan adalah segala bentuk pelayanan dokumen persetujuan,

dukungan dan/atau keterangan untuk melakukan kegiatan tertéentu yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pelayanan Perizinan Terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai
dengan tahap keluarmya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur, dengan menganut
prinsip-prinsip kesederhanaan, transparansi, akuntabilitas dengan jaminan
kepastian biaya, waltu serta kejelasan prosedur.



BAEB II
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

(1) Mendelegasikan wewenang kepada Badan Penanaman Modal Daerah dan
Perizinan Terpadu dalam melakukan pelayanan administrasi, menandatangani
dokumen, menerbitkan dokumen perizinan dan nonperizinan yang menjadi
urusan Pemerintah Daerah.

{2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis yang
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB ITI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Setiap izin yang dikeluarkan oleh BPMDPT akan dikenakan biaya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku,

{2) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} menjadi target dan
realisasi pendapatan instansi terkait menurut bidang dan jenis perizinan.

(3) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Bendahara
Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala

BPMDPT berkewajiban untuk :

a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;

b. menetapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan, mulai dari permohonan
sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

¢. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;

d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan
nonperizinan yang dikeluarkan; dan

e. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan setiap bulan
kepada Gubernur dan instansi terkait lainnya.

Pasal 5

Kepala BPMDPT dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, berkoordinasi dengan instansi terkait.



BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan terhadap penizinan vang diterbitkan dilalkukan oleh
instansi terkait yang bersangkutan.

BAEV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Gubermnur ini mulai berlaku pada tangeal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2014

Pj. GUBEENUR KEALIMANTAN UTARA,

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tamjung Selor
pada ranggal 29 Desember 2014

SEKRETARISDAERAH,

ttd

Drs. H. BADRUN, M.8i

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 43.



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENAMNG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERFADU PADA PEMERINTAH PROVINS]
KALIMANTAN UTARA

NG SEKTOR PERIZINAN
A |Eebudaysan dan 1 Surat [zin Operasional Promuwisatn

Pariwisatn 2 Rekomendar Usulan Kegja Industr Send, Budays Untuk dipatenkan
3 Hekemendasi Pengisian Keseninn Dalam Rangka kerjasama Luar Negerd
4 Rekomendas Persyaralan Dasuar Penggolongan Kelas Hatel
& Sertillkar Penggrlongan restoran) Bumah Makan

B | Perencanaan dan |Surat izin Pemanfastan Ruang
Pembangunnn

Pembangunan Dacrah

C |Penonoman Modal FHurat lan Prnsap Penanaman Modal

Burat lho Prinsp Perluasan Penanaman Modbal

Suril lrin Prinsp Perubahan Penanaman Modal

Sural lzin Usaha Lzin Usaha Perfuasan

Surid lrin Uisaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal {(Merger)
Surat lzan Lisaha Perubahan

Pendaltaran Penanaman Maodal
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I |Kesehatan Suran lzin Hadan (S1B)

Surar lzin Perawar (SIF)

Surac [rin Perawar Gigi (S1PG)

Surat [zin Fisioterapis (SIF;

Surat lzin Refraksionis Optisien (SIRO)

Sural lzin Asisten Apoteleer (314.4)

Hural [gin Terapia Wicara (9[TW]

‘Surat lzin Radiografer [SIR)

Surat Izin Pringip Industri Keecil Obat Tradisienal (THOT)

Surat lzin Usaha Industri Kesil Ohat Tradisional ([KOT)

Surat lgn Pendirian B30 Pemenintah Kelas B Non Pendidikan

12 Burat lzin Penyelenggaraan BSU Pemerintah Kelas B Moo Pendidilan

13 Surad lzin Perpamjangan Penyelenggaraan RSU Pemerintah Helas B Kon
Pendidikan

14 SBurai lzZn Pendivian RS Khusos Pemerintah Kelas B

15 Burat lzin Penyelenggarann RS Khusus Pemerintah Kelas B

16 Surat lzin Perpanjangan Penyvelenggaraan BS Khusas Pemerintah Kelas B

17 Bural lzin Pendinan RSU Swasta Kelas B

18 Bural lzin Penyelenggaraan REU Swasta Kelas B

19 Bural Izin Perpanjengan Penyelenggarasn BEU Swasta Kelas B

200 Surar [zin Pendirtan B8 Khuses Swasts Kelas B

21 Burat [rin Penyelenggrraan RS Khusus Swasta Kelaa B

22 Burar [zin Perpaninngnn Penyelenggaraan BRSU Khusus Swasta Kelaa B

23 Surar [zin Pedagang Besar Farmasi Cabang (PO Cab)

24 Surat [zn cabang Penvalur Alnl Kesehatan ({Cal:, PAK)

25 Siirar [za Sub Penyalur Alal Kesehatan {Sub PAK)

26 Roekoemendas Do Primsp Indastn Obat Trachissonald {FT)

27 Rekomendas [zin Usnha Industri Obar Tradisiomal (10T

28 Rekomendas lzin Produkss Kosmetika

2% REekomendasi Sertifikal Produks Alar Kesehatan,

30 Pekomendagi Sertifikat Produks Perbokolan Kesehatan Rumah Tangga

31 Rekomendaai [2n Podagang Besar Farmam Pusat

32 Hekomendasi [zin Pedagang Besar Bahan Haku farmas Penyalor |PEERE)

33 Rekomendasi fzin Penvalur Alat Kesehatan [1FAK)

I Relkomendasi [zin Pendirian RS0 Pemerintah Kelas A

3% Rekomendasi [zin Penyvelenggaraon ESU Pemenintah Kelas A

35 Rekomendasi [zin Pendirian B8 Khusus Pemerintah Kelas A

37T Rekomendasi Lzin Fenyelenggaran BS Khusus Pemerintah Kelas A

38 Rekomenadasgi [En Pendinan 50 Pemerintah Kelas B Pendidikan

3% Rekom endaal [zin Penvelenggarnan RSU Pemesintab Kelas B Pendidilan

40 Rekomendasi [zin Pendirlan RS PMASPMDN

4| Rekomendasi [zin Penyelenggaraan S FMASPRMDN

4% Rekomendns lon Pendirian BSU Pemerintah Kelas C

43 Rekomendisi izin Penyelenggaraan REU Pemerintah Kelas O

44 Hekomendisd lgn Pendirian BSU Pemerintah Helas D

43 Rekomendas 1Hn Penyelenggaraan RSV Pemerintah Belas [

26 Hrkomenda= lzn Frodician BS Khusus Pemeriniah kelas O

47 Relomenias [on Penvelenggaraan RS Khusus Pemenintiah Belas ©

48 Rekomendas lan Penidician B Swasta Kelas C

49 Rekamedagi [zin Pl-'ll:l'fll?limi.l'ail'l RSU Swaara Kelas C

50 Rekomendass lzin Pendivian BSU swasta kelas D

51 Rekomendas lzin Penvelenggaraan R5U Swanta Kelbas [

52 Fekomendas lzin Pendirian BS Bhusus Swasta Kelas ©

53 Rekomendasi izta Penyvelenggrraan RS Khusus Swasta Kelae C
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Prekerjaan Umum
Hina Margs

Surat [zin Pemakaian Tanah Pada Ruang Milik Jalnn Untak Utilitas

Peleegjaan Umum
Pengairan
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Burat l=in T‘myel: barn Anghatan Antar Kota Dmlam Provins: (Bus)

Bural lan Trayek Perpanjangan Masa berlake Surat Keputusan [zin Trayek (Bus)
Bural l#n Trayek Penambahan Armoada )/ Freluens Pelayanan (Bus)

Surat Ixn Trayek Prrubahan trayek (Bus)

Surat lzin trayek Peogaliham Kopemilikan [Bus)

Surat lzin Trayek Penggantian Sural Keputusan Tzin Trayek Rusak/hilang [Bus
Surat lzin Trayek Baru Mobil MPU J Mikrobus Antar Kata Dalam Previnsi
Surat lein Trayek Pembaharuan Masa berlnku Surat Keputusan [z Teavek
[Mikro Bus/MPL)

Bural lzin Trayek Penambahan Armada {mikeo Bus/ MPLU)

Surml Lzin Trayvek Perubahan Trayek (Mikro Bus/MPL)

Hurat lein Trayek Pengalihan Kepemilikan (Mikro Bus/ MPL)

Surat lzin Trayek Penggantian Sural Keputasan Lzin Trayek Rusak ) hilang

{Milera Bus/ MPL)

Surat lxin Trayek Bam fanghutan Antar Jomput Antar Kota dalam Provinsd
Surat lsn Trayek Perpanjangan Masa Berlalu Sural Kepastusan Lein Trayek
[Angluran Antar Jempur)

Burat lzin Trayek Penambahan frmadaf Frebuensi Pelayanan

[Anghkutan Antar Kem put)

Surat lzin Trayek Perubaban Trayek [Angkutan Antar Jemput)

Surat lzin Trapek Pengalihan Kepemilikan (sanghkutan Antar Jemput)

Surat lein Trayek Penggantian Surat Keputusan lain Trayek Busak Hilang
|Angkitan Anlar Kemypwuat)

Surar lzin Operasi Bar Anghkulan Sewa

Surat [zin Operasi Pembaharean Maza berlaku sural Kepulussn izin oparasi
fasnghiitan sewa)

Sural izin Operast penambahan [ Pengurangnn Armada aoghulan scows

Burat lgin Operaxi Pengalihan Kepemilikan anglutan sswa

Burat izis operas penggantian surat keputusan izin operasi rusak/hilang
iangloutan sewaj

sursl irin operas baru angluan rakosd

#ural igin operasi porpanjangan masa berlaku surad Kepatusan igin oproas
(anghkutan taksi)

smiral izgin oprras penambahen | pengurangan armada angkutan raka
surat jzin operasi pengalihan kepemilikan anghuatan taksi

SUTAL iZi ADCrAs PENEAANTINIY SUral Kepulusan imn operas rusak/ hilang
[angkutan talksi|

sural izin travek baru anghutan pemadu modi

sural izin trayek perpanjangan masa berlako sorac Kegaoasan izim trayek

(Pemadu moda)

Aural izin trayck prnambehan armada (Frekuensi pelavanan [Pensado medaj
surat ixin travek perubahan rravek [Fomado moda)

saral 1zin rayek pengalihan kepemilikan (Pemadu meda)

sural izin trayek penggantion sural keputusan izin travek rosakhilang
Permadu mota)

sural pizin ekspedisi muatan kapal lawe

sural win usaha juss proguresan (ransportas

mural En usalha perusabaan Bongkar mua

surat izin uazha perusahiaan tally

surat izn prruschoon pelayaran ralopar

Ayral i2in vasha depa pell KErmas

surat izin operasonal pelabulan reganal

surat jzin thtanan pelabuhan provins

aurat e wiaho ckapedis mdatan pesawat udorn

suTat izin usaha jasa pengurusAn ran SpoTLask

dutal izm pombangunan Heliport

surat izin pengoperasian Helipor

surat izin peogoperasion kapal anghutan penyelrangan lintas antar kota)
Kataipalen dalom provims

riammenddasi pengerulian dan reklamssi

rekomendasi roncana induk pelabuhan regional

rekamendas dermagn uniuk Kepeniingan sendici




aipat mhn pengumpulan uang atan harang

rekomendas undinn gratis bechadiah

rekomendasi pengumpulan uang atan barang

surar tanda perubalfiaran organisasi anainl fpayusan / LEM-UKS

surat tanda peodaflaran ulang argrniassi sosialf yayasan {LEM-UKS

oS Lo o o=

sural [rin Memperkerjakan Tenags Kerja Asing |'i-M['|'l1|| prTpanjangan
PEAZEAANAT TenCANA PEOREUNARN tesags kora asing (RPTEA} perpanjangan

Ketanagakerjann

R~

Kopernsi dan UAMKM Pengesahan Akra Penditian Koperasi

Pengesnhan akta peritbahan anpgaran dasar koperas

prmbubaran koperasi

prmbukaan kantor cabang koperas:

sertifikat hasil penilainn kesehimtan koperasi simpen pinjam /ueahs simpan

pinjam- koperas

Ll B -

LI )

Pertanian 1 pendaftzran produk pangen segor dolom aegen bag pcmnhmmmmﬁki
sertifikal jaminan muty keamanan pangan

2 rekomendasi pendaftaran produk pangsn segar dalnm negeri bagl pemabhon
yaung tidak memiliki sertifikat jaminsn muiu kemananan pangan

A rekomendasi permohonan sectifikasd prima 303

Perternaliam 1 murat isin pemasukan | pergeluaran femak antar previns pulau

2 surat izin pemasuban | pengeluaran hewan kesayangan, hewan kenservasd,
hewan milik negara antar provinai/pulau

3 surat jzin pemasubkan fpengeluaran hibit/benih/ semen beku antar provinsi |/
pualane

4 surat igin pomasukan fpengeluaran telur tetas antag JhrGVine f philan

5 murist idin pemasakan fpengeluaran Day Old Chick (DOC) ¢ Dy O3 Duck (DOLN
Anlir provims /pulas

6 #urad izin pemasukan pengeluadan unggas antar provinsi/pulag

T swral win pemasukan pengeluaran produk pengan asal hewan (daging) antar
Proviosa | Pulau

B surat imn pemasukan/ pengeluaran produk pangan asal hewan [susa alahan)
anitar provinai /pulau

9 siirat izin pemasukan | pengelearan produk pangan asal hewan (Telur konsum

1) antar provins:) pulkau

sural izin pemasulkan,pengeluaran produk pangan asal hewan fkulit untuk

pangan) antar provinst, pulag

surat izin prmasukan/pengeluaran produk non panges asal hewsn (hahan

haku pakan rernak) yaitu tepung tulsng, tepung darah, Chicken Feather Maal

(CFM), meat bone meal (MBR), Powlire Meat Meal (PMM) dan Fish Mend

antay previnal/palau

12 sural izin pemasokan/pengeluaran predulk nan pangan asal hewan [kulit
bahan mdustril antar provinsi S polas

13 murar i#fn veaha distributor obat hewan

1

o

Perikanan dan 1 Surnar izin Vaaha Pecilkanan [SIL-ﬁ Ferkanan Hudidaya/ Perleasan "I'«.n;dmp
Kelautan Hurat [zin Usaha Kelautan (SIUK)

Sural lzin Penangkapan lkan (S1P1)

Surat Pembuadidayasin ean {3F1)

Surar lzin Kapal Pengangkut Tkan (S1KPL)

Hurat Izin 'emanfastan Jasa Kelautan (SIPJK) ©

Daftas ulanmg SIPLBF]SIKPLSIP JE

Perpanjangan Pem baburwan S0 SP ¢ SIEPL/ SIP JK

L

@ o=r o R

Surat lmn Hak Pengusaliaan Parvasata Alam i UPT Taman Husan Raya B. Saerja

murat lzin Usaha Industel Primer Hasil hatan Kayu (IUIPHEK) kapasitns produaksd

2000 m3 [ tahun sampai G000 m3/wahun

3 perlumsan igin usaba industri primer hasil human kay kapazitas produksa 2000
w3 tahun sampai dengan 6000 ma3/tahun

4 pembrharaan fzn wsaha indusin primer hasil hutan kayu kapasitas produls]
B0 m 3 ftabun sam pai dengan G000 m 3 tahun

5 rekomendasi dalam rangla izin usahe Industn primer hasil huian ke kapasitas
produkis diatas 5000 m3tahun

i rekomendas dalum tangka pinjom paka knwasan hutan

T rekomendasi dalam rangha tukar menukar Kawasan hutan

Kehutanan

e




Enerm dan Swumber 1
alayn Mimrral
a

[ R

s (2 saakii pestam haomgan I'Il.il perass prodbu bl untuk mineral non bgan
oy Dl umpy

aurat izin pengagkuionpentmbunen don pemokaian bahon peledak jigin
Grudnng Handabg

Rartil lemi Meledakian (kM)

Rekmuendas Feathelinn dan Penggunaan Buhan Peledak

Rekomendasi Teimis Air Tanah

Perindusirinn dan

G0 ph R K=

]

Permerujuan Pronwsgp

lzdny Usaalia Indstr melalui persetiujean prinsip

fan usaduy mdustr tampa porseiojuan prinsip

iR perliasan wsabo inafustid medalui persetujuan prinsip

Lem perliasi asabi fiabsti tenps melidul persetiijuan prinsip

izin perubahan nama, alumat, dan peoanggEung jawab ndossr

purat izin usahn perdagangun bahen berbahaya (S0P pemgecer ierabalim
hmnhnm borhwhoys (177-182)

aural izin usahs prrdsgangan minoman beradcohol (SIUP-MA) bag 10do bebas
leew STEEI

ixin reparntle ! perbadlcan alat alor, takar, tanBbang dun pedengknpannya (UTTT
surnd perpanjangan izin tanda pobrik alar ukur, takar, rimbang dan peirleng
tenpaprn [UTTE

Lintpleungam Hidup 1

-

Persetujan kelayakan sk ngan

rekamenitas LRL-CPL (Upnyvs Pengelalaan Lingkicsgan Hissip dan Ljpiss
Pemassrauan Magkangnn Viualup)

irin Penpumpulan limbah B3 Skala Provins

Relomrndusi Pengiimpilan Limbah B3 Skula Nasional

P GUHEENUR KALIMANTAN LITARA,
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